BAB YV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu instansi pemerintah

telah menjalankan kebijakan manajemen talenta. Manajemen talenta merupakan

praktik penerapan pengelolaan SDM berbasis merit sistem. Penelitian ini

dimaksudkan untuk memetakan praktik pelaksanaan kebijakan manajemen talenta

di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tujuan penelitian ini untuk

mengungkapkan faktor-faktor yang berpengaruh dan prasyarat kondisi yang harus

diwujudkan dalam menjamin penyelenggaraan manajemen talenta, menemukan

strategi yang harus diperhatikan dalam menjamin perbaikan penerapan manajemen

talenta, serta merumuskan model dalam mengoptimalkan penerapan manajemen

talenta di KKP. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan diperoleh

simpulan sebagai berikut:

1.

Faktor yang berkaitan dengan belum optimalnya penerapan manajemen
talenta di KKP terdiri atas faktor internal dan eksternal. Permasalahan teknis
yang timbul pada penerapan manajemen talenta ditemukan beberapa faktor
internal yang memberikan pengaruh yakni dukungan dan komitmen pimpinan
dalam prioritas dan inisiatif pengelolaan talenta, mindset organisasi dalam
mendukung pengembangan pemanfaatan potensi talenta, perencanaan dan
penganggaran mendorong inisiatif manajemen talenta, serta ketersediaan
infrastruktur yang memadai. Selain itu terdapat faktor eksternal yang
berpengaruh dalam penerapan manajemen talenta antara lain kebijakan
nasional yang memberikan panduan, arahan dan batasan pelaksanaan
manajemen talenta, kondisi lingkungan eksternal seperti kondisi politik,
kondisi ekonomi, kondisi sosial budaya demografi sebagai tantangan
perkembangan pengelolaan manajemen talenta serta citra organisasi dan

presepsi publik sebagai daya tarik menarik talenta potensial. Keberadaan
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faktor internal memberikan pengaruh besar karena berkaitan erat dengan
segala tahapan proses tahapan penerapan manajemen talenta mulai dari
proses akuisisi talenta, pengembangan talenta, retensi talenta, penempatan
talenta, sampai pada pemanfaatan teknologi dan informasi. Selain itu
keberadaan status kelembagaan KKP sebagai institusi pemerintah merupakan
bagian dari subjek kebijakan nasional yang harus patuh atas segala bentuk
perubahan regulasi yang timbul sehingga adaptasi dari segala bentuk regulasi
itu menjadi kewajiban dalam penyelenggaraan perjalanan penerapan
manajemen talenta. Desain perencanaan dan penganggaran harus fleksibel
dalam menghadapi tantangan perubahan yang kemungkinan timbul dalam
proses penerapan manajemen talenta, disaat yang sama KKP melakukan
penguatan mindset dengan upaya internalisasi dari level pimpinan dan
menjadikannya role model dalam memprioritaskan inisiatif pengelolaan
talenta, para pengelola SDM aparatur fokus dalam mendorong motivasi dan
pengembangan talenta secara berkelanjutan dalam menarik partisipasi
seluruh pegawai. Hal ini dilakukan untuk menjamin keselarasan proses
penerapan manajemen talenta yang berkeadilan, objektif, dan kompetitif
dalam menghadapi berbagai perubahan lingkungan eksternal, sekaligus
menaikkan citra dan persepsi publik terhadap lembaga dalam membantu
menarik talenta dan kontribusi potensial.

Pelaksanaan penerapan manajemen talenta di KKP berkaitan erat dengan
perjalanan manajemen SDM aparatur yakni proses suksesi kepemimpinan
dalam mendukung perjalanan pengembangan karier pegawai. Manajemen
talenta yang diterapkan memiliki kriteria tertentu dalam memilih kandidat
potensial sehingga condong pada model eksklusif. KKP ingin mengadopsi
pendekatan manajemen talenta yang lebih inklusif dan menyeluruh yang
dilakukan dengan fokus pada pengembangan dan fasilitasi semua pegawai
sebagai talenta potensial. Hal ini dilakukan dengan upaya untuk mengenali,
mengembangkan, dan memanfaatkan potensi pada  seluruh anggota

organisasi sesuai dengan keberagaman jabatan dan talenta yang ada di KKP.
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Langkah strategis yang dilakukan KKP dalam mendorong penerapan
manajemen talenta yang terintegrasi dengan tata kelola SDM aparatur secara
menyeluruh. Penerapan manajemen talenta tidak hanya dipandang sebagai
komponen terpisah, tetapi diintegrasikan dengan seluruh rangkaian tata kelola
SDM aparatur. Hal ini melibatkan tahapan-tahapan dalam penerapan
manajemen talenta, seperti identifikasi talenta, pengembangan individu,
pengembangan karier, dan sebagainya. Model ini memiliki peran ganda.
Pertama, sebagai konsultan untuk merancang dan mengarahkan kebijakan
dan inisiatif yang lebih inklusif dalam penerapan manajemen talenta. Kedua,
sebagai eksekutor dalam menjalankan tindakan nyata dan melaksanakan
terobosan perbaikan tata kelola SDM aparatur. Hal ini dilakukan untuk
memperbaiki dan meningkatkan kualitas tata kelola SDM aparatur secara
keseluruhan. Ini mencakup bagaimana kebijakan, praktik, dan prosedur
terkait SDM dirancang dan diterapkan. Tujuan strategi integratif ini adalah
memastikan bahwa semua pegawai dapat mendapatkan manfaat dari
penerapan manajemen talenta yang inklusif. Dengan kata lain, strategi ini
membuka peluang pengembangan bagi seluruh anggota organisasi. Strategi
ini mencakup dukungan untuk terobosan dalam praktik SDM dan manajemen
talenta termasuk perubahan dalam kebijakan, pendekatan, atau program yang
dapat dijalankan oleh KKP. Pendekatan ini pemegang mandat pengelola
SDM aparatur memiliki peran sentral dalam merancang, mengarahkan, dan
menerapkan inisiatif yang lebih inklusif dalam penerapan manajemen talenta.
KKP berusaha untuk menciptakan pendekatan manajemen talenta yang lebih
inklusif, terpadu, dan berfokus pada perbaikan kualitas tata kelola SDM
aparatur secara menyeluruh. Sebuah harapan besar bahwa penerpaan
manajemen talenta inklusif dapat menghasilkan lingkungan kerja yang lebih

adil, beragam, dan inovatif bagi semua pegawai di KKP.

Keterbatasan penelitian ini ditemukan sebagaimana karakter dikarenakan

adanya keterbatasan waktu dalam proses penelitian dan kedalaman informasi yang
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didapatkan. Selain itu hasil analisa dalam perumusan model penerapan manajemen
talenta dirumuskan berdasarkan pendekatan deskriptif dilihat dari padangan konsep
manajemen talenta akan dimungkinkan terdapat perbedaan dari konsep yang
berkembang karena lebih menekankan karakter kasus spesifik di KKP. Beberapa
pernyataan dalam penjelasan dalam penelitian ini perlu dilakukan kajian lebih
lanjut untuk didalami dan diuji dengan metode penelitian lain untuk menjamin
antara korelasi dari fakta yang terjadi dapat dijelaskan secara komprehensif.
Penelitian ini dalam pengumpulan data menggunakan metode wawancara
mendalam, semi-terstruktur yang bergantung pada interpretasi personal peneliti
terhadap informasi yang didapatkan dari hasil wawancara sehingga masih terdapat
kecenderungan subjektif terhadap satu kasus tertentu. Proses analisis juga
merupakan kumpulan dari analisa deskriptif sebagaimana analisis dari pemahaman
kerangka konseptual yang dipahami peneliti dalam konsep manajemen talenta
mendominasi proses perkembangan dalam merumuskan hasil penelitian sehingga

dimungkinkan akan berbeda dengan konsep berkembang seiring waktu.

B. Saran

Menindaklanjuti temuan penelitian mengenai penerapan manajemen talenta
di Kementerian Kelautan dan Perikanan terdapat beberapa hal yang penting untuk
diperhatikan. Peneliti mengajukan saran melalui rekomendasi dalam mengatasi
berbagai informasi yang didapatkan selama proses penelitian. Peneliti berharap
saran ini akan mampu mendorong proses penerapan manajemen talenta dapat
berjalan secara optimal.

Perumusan proses dari sistem manajemen talenta dibutuhkan dengan tahapan
yang kompleks. Kebijakan manajemen talenta di lingkungan KKP memiliki
peranan strategis dalam mendukung keberlangsungan birokrasi pemerintahan dan
pembangunan bidang kelautan dan perikanan. Manajemen talenta memiliki peran
strategis dalam menjamin ketersediaan talenta yang sesuai dengan kebutuhan
persaingan organisasi. Ketersediaan talenta yang mencukupi akan mampu

meningkatkan kualitas dari kinerja organisasi sehingga mampu mencapai hasil yang
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maksimal. Rasionalisasi penerapan dimaksud dilakukan untuk lebih menegaskan
sebagaimana yang dikutip dari (Dessler, 2013) bahwa pentingnya penyelenggaraan
manajemen untuk mendesain, menentukan alur proses, konsisten pada tujuan
manajemen, aktif dalam mengawal tahapan, serta menyatukan rangkaian tersebut
dalam keselarasan strategi yang terintegrasi dalam satu kebijakan sumber daya
manusia.

Manajemen talenta KKP dilihat sebagai kesatuan proses yang harus
dilaksanakan secara komprehensif. Manajemen talenta KKP harus didesain selaras
dengan strategi dan tujuan organisasi KKP, sehingga akan memberikan dampak
positif terhadap pencapaian tujuan organisasi. Manajemen talenta yang ada tidak
akan mampu memberikan peran signifikan, apabila perjalanannya tidak selaras
dengan strategi dan tujuan organisasi. Kunci penting awal tata kelola manajemen
talenta KKP harus berkaitan dengan peran perencanaan dalam mewujudkan desain
tata kelola SDM aparatur dan perbaikan tata kelola birokrasi pemerintahan.

Terdapat beberapa proses dari penerapan manajemen talenta yang telah
disampaikan pada bagian sebelumnya yang relevan dapat dilaksanakan oleh KKP
dalam hal ini pertama akan mampu meningkatkan penguatan pengembangan karier
ASN secara kompetitif dan berdaya saing, sehingga akan berimplikasi terhadap
peningkatan produktivitas kerja yang tinggi, kedua akan mampu mempertahankan
ASN untuk termotivasi dalam menciptakan inovasi dalam membangun sistem
kelola birokrasi masa depan, ketiga akan mampu mengendalikan suasana dan
budaya kerja yang kondusif dalam membentuk keterikatan kerja dan menjamin
peningkatan kontribusi pegawai dalam jangka waktu yang lama dalam organisasi.
Agenda kebijakan yang paling penting untuk dirumuskan dan ditegaskan kembali
berkaitan dengan manajemen talenta mencangkup beberapa langkah sebagai
berikut:

1)  Menetapkan kebijakan strategis terkait dengan pengelolaan talenta di KKP,
termasuk di dalamnya memperkuat strategi akuisisi, perumusan kebutuhan
pengembangan, peningkatan pengembangan kompetensi, penyelenggaraan

manajemen kinerja penilaian kompetensi dan hasil kerja, penguatan sistem
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2)

3)

4)

5)

manajemen karier, menetapkan pola rotasi mutasi dan promosi, perumusan
terkait skema kluster jabatan dan penyelenggaraan monitoring dan evaluasi
berkala melibatkan peran fungsi kelembagaan, keberhasilan program, dan
peningkatan kualitas talenta kementerian.

Mendorong upaya koordinasi dan advokasi dengan stakeholder terkait proses
penyelenggaraan sistem manajemen talenta yang terintegrasi dengan sistem
manajemen SDM aparatur lainnya serta menyesuaikan diri dengan konsep
nasional, sehingga dapat memastikan kesesuaian antara kebutuhan SDM
aparatur dapat berjalan secara selaras dan investasi penganggaran yang tepat
dengan strategi dan tujuan nasional secara berkelanjutan.

Menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi dalam setiap tahap
pengembangan talenta, termasuk dalam pengadaan ASN, seleksi, penilaian
kompetensi, dan pengelolaan kinerja, serta keterbukaan akses dalam
peningkatan kualitas talenta melalui keberadaan transparansi data menjadi
sangat penting untuk menjamin upaya adanya tolok ukur keadilan dari proses
penyelenggaraan manajemen talenta sehingga apabila ada kesalahan prosedur
dan informasi akan dimungkinkan usaha perbaikan selaras dengan feedback
yang berkembang.

Membangun budaya organisasi yang mendukung pengembangan talenta,
sosok kepemimpinan manajemen yang transformatif, termasuk dengan
memberikan penghargaan dan insentif yang sesuai kepada para pegawai yang
berprestasi dan memiliki potensi untuk berkembang dengan melakukan
pemberdayaan pada seluruh pegawai. Pemberian penghargaan dan intensif
yang baik akan memberikan motivasi yang mendorong sosok keberadaan role
model yang baik dalam perkembangan pengelolaan talenta.

Melakukan evaluasi dan pemantauan secara berkala terhadap program
pengembangan talenta yang telah dilaksanakan, sehingga dapat memastikan
efektivitas dan efisiensi program, serta melakukan perbaikan atau
penyesuaian jika diperlukan. KKP perlu melakukan evaluasi menyeluruh

terhadap faktor kondisi internal, seperti budaya organisasi, sistem dan
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prosedur, serta kepemimpinan dan manajemen yang ada serta eksternal terkait
kebijakan nasional, situasi politik, ekonomi, sosial budaya demografi, dan
citra organisasi. Evaluasi ini akan membantu KKP memahami kekuatan dan
kelemahan internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi penerapan
manajemen talenta. Setelah memahami faktor kondisi eksternal dan internal,
KKP perlu melakukan sinkronisasi dan harmonisasi antara kedua faktor
tersebut. Di dalam mengidentifikasi keterkaitan dan interaksi antara faktor-
faktor tersebut serta mencari cara untuk mengoptimalkan integrasi penerapan
manajemen talenta. Misalnya, jika kebijakan nasional mendukung
pengembangan karier ASN, KKP dapat memastikan bahwa budaya organisasi
dan sistem internal juga mendukung upaya tersebut. Jika diperlukan, KKP
perlu melakukan pembaharuan kebijakan dan prosedur yang relevan sesuai
dengan kondisi eksternal dan internal yang ada. Ini mungkin melibatkan
pengembangan kebijakan nasional yang mendukung pengembangan karier
ASN secara berkelanjutan, pembaharuan sistem dan prosedur pengelolaan
talenta, atau peningkatan mindset kepemimpinan dan manajemen yang
berorientasi pada pengembangan karier yang adil. Di dalam mendukung
proses mengurangi dampak negatif dari faktor yang berpengaruh dalam
penerapan manajemen talenta dilakukan redesain diselaraskan dengan
strategi dan tujuan organisasi KKP, sehingga akan memberikan dampak

positif terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Namun dalam proses penyelenggaraan manajemen talenta sebagai bagian

dari proses bisnis manajemen ASN nasional KKP tidak dapat berdiri sendiri. KKP

harus mengajak setiap pemangku kepentingan terutama dari pemangku kebijakan

bidang SDM aparatur untuk bersama-sama saling membantu dalam mendukung

tercapainya tujuan nasional. Beberapa saran yang dapat direkomendasikan dari

penelitian ini sebagai berikut:

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

(KEMENPANRB)
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KEMENPANRB dalam menyusun kebijakan manajemen talenta harus
mempertimbangkan aspek yang komprehensif antar proses bisnis dalam komponen
manajemen sumber daya manusia aparatur. Hal ini mengingat dimensi penerapan
manajemen talenta memiliki keterkaitan dan sensitif terhadap perubahan dari
komponen manajemen sumber daya manusia. Selain itu penting untuk
mempertimbangkan perumusan kebijakan yang mempertimbangkan proses
mengintegrasikan penerapan manajemen talenta skala nasional dan mudah
diterapkan dengan tersedia pedoman penerapan manajemen talenta yang terperinci
dan tahapan yang jelas bagi seluruh instansi pemerintah baik. Selain itu proses
pelaksanaan sosialisasi dan konsistensi kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan
perlu menjadi perhatian dalam proses pelaksanaan penerapan kebijakan manajemen
talenta. Perjalanan manajemen talenta membutuhkan proses menghimpun data dan
informasi yang secara berkelanjutan perubahan kebijakan akan sangat memberikan
pengaruh terutama berkaitan dengan dimensi sebagai pertimbangan dalam proses
penentuan kondisi talenta. KEMENPANRB harus senantiasa mempertimbangkan
jangka waktu dari hasil produk kebijakannya dapat diterapkan dalam jangka waktu
yang lama dan berdampak hukum positif yang mengintegrasikan fungsi dari
kewenangan antar instansi pembina bidang SDM aparatur seperti KEMENPANRB,
BKN, LAN, dan KASN. KEMENPANRB harus memberikan perhatian juga
terhadap komponen lain seperti dukungan kelengkapan instrumen kebijakan dan
perhatian terhadap dukungan pimpinan instansi, komitmen anggaran bidang SDM
aparatur, serta mempermudah dukungan kualitas ketersediaan formasi jabatan
dalam mendukung kualitas pengelola SDM aparatur yang handal, dan pro terhadap
perbaikan kualitas kinerja dan pelayanan bidang SDM aparatur, pengembangan
kompetensi pengelola SDM aparatur, serta peningkatan penyederhanaan proses
manajemen SDM aparatur melalui dukungan digitalisasi bidang SDM aparatur.

2. Badan Kepegawaian Negara (BKN)

BKN dalam penerapan manajemen talenta harus mampu menyediakan

kemudahan dan keselarasan proses melalui penyederhanaan proses penerapan

norma standar prosedur dan kriteria (NSPK) yang jelas dalam proses
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penyelenggaraan pengadaan, mutasi, pemberhentian dan pensiun, serta status dan
kedudukan hukum ASN, penyelenggaraan administrasi pensiun, Pejabat Negara
dan mantan Pejabat Negara, penyelenggaraan sistem informasi manajemen
kepegawaian, penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan
manajemen kepegawaian, penyelenggaraan pemetaan potensi dan penilaian
kompetensi Pegawai Negeri Sipil, penyelenggaraan dan pengembangan sistem
rekrutmen Pegawai Negeri Sipil. BKN dalam membangun sistem informasi
manajemen talenta dan menyediakan rumah yang dapat menjadi himpunan data dan
informasi bidang SDM aparatur yang terjamin validitas dan terintegrasi dengan
proses pelayanan bidang SDM aparatur pada setiap instansi pemerintah. BKN
melakukan supervisi dan pendampingan dalam penerapan manajemen talenta
berkaitan dengan proses penegakan NSPK yang mendukung langsung terkait
penerapan manajemen talenta. BKN melakukan piloting secara berkelanjutan
terhadap model pengelolaan manajemen talenta pada instansi pemerintah secara
bertahap. Hal ini akan mempermudah dalam membangun sistem data yang
terintegrasi yang secara lintas sektor. Manajemen talenta nasional adalah muara
akhir dari perjalanan membangun talenta ASN, dimana BKN akan mudah dalam
memotret kebutuhan talenta terbaik pada jabatan tertentu. Hal tersebut dibutuhkan
koordinasi yang baik secara komitmen, dukungan data, sistem perencanaan,
penganggaran dan kualitas SDM aparatur khususnya penyediaan kualitas
pembinaan kompetensi pengelola SDM aparatur yang menjadi ranah kewenangan
BKN.

3. Lembaga Administrasi Negara (LAN)

LAN sebagai pembina dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan
Pegawai ASN berbasis kompetensi tingkat nasional harus mendorong terciptanya
pelaksanaan model pengembangan kompetensi yang efektif untuk lebih
mempermudah  jangkauan, mengembangkan berbagai komponen jenis
pengembangan, memiliki platform sumber daya keilmuan yang dapat dimanfaatkan
seluruh instansi pemerintah, dan berperan dalam mendorong pelaksanaan

pendampingan instansi pemerintah untuk meningkatkan penguatan terhadap

207



pelaksanaan pengembangan kompetensi dibidangnya. LAN harus mampu
merancang dan mengintegrasikan model pengembangan kompetensi yang
komprehensif dan kompleks dari berbagai instansi pemerintah sehingga
menjadikannya sebagai central learning aparatur dalam mendukung berbagai
keilmuan yang dimanfaatkan dan berkembang dibidang ASN untuk mendukung
percepatan dukungan pelaksanaan pembangunan nasional.

4.  Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)

KASN sebagai lembaga pengawas akan mempunyai tanggung jawab lebih
besar pada instansi pemerintah yang telah menerapkan manajemen talenta. KASN
perlu memperjelas prosedur pelaksanaan pengisian dan kriteria suksesor serta
memastikan proses perumusan daftar suksesi terjamin objektivitasnya.
Pengembangan model alat ukur dan kriteria dalam proses suksesi termauk berkaitan
dengan cara kerja komite talenta dan komite suksesi yang ada pada setiap instansi
pemerintah. Hal ini penting dilakukan karena instansi pemerintah telah mempunyai
manajemen talenta, karena harus benar memastikan calon suksesor yang ada di
dalam manajemen talenta tersebut apakah sudah sesuai atau belum untuk mengisi
jabatan yang akan lowong. Besar harapan manajemen talenta yang akan dibangun
secara nasional ini dapat memberikan kemudahan manajemen ASN untuk
mendapatkan calon suksesor yang memiliki kompetensi, kinerja, dan profesional
serta dilakukan dengan transparan, adil dan obyektif dan mendukung proses
pembangunan talenta nasional
5. Rekomendasi untuk penelitian lanjutan dari penelitian ini

Harapan besar penelitian ini dapat dilanjutkan sehingga akan mampu melihat
dinamika perkembangan penerapan manajemen talenta yang telah dilakukan.
Berikut beberapa topik yang relevan dapat dilanjutkan dari penelitian ini sebagai
berikut:

a)  Dinamika Dampak Faktor Internal dan Eksternal dalam Menjamin Penguatan

Sistem Manajemen Talenta di Lingkungan Instansi Pemerintah;
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b)

d)

e)

g)

h)

)

Perspektif Pemangku Kepentingan Internal (Kelompok Rencana Suksesi,
Kelompok Manajemen Talenta, dan Talenta Terbaik) dalam Mendukung
Keberhasilan Manajemen Talenta pada Instansi Pemerintah;

Peta Jalan Manajemen Talenta ASN dalam Mendorong Percepatan
Pencapaian Indonesia Emas 2045;

Efektivitas dari Proses Rekrutmen Talenta menggunakan Hasil Assessment
Kompetensi dalam Menghasilkan Pemetaan Kelompok Manajemen Talenta
dari Perspektif Mindset Talenta dan Non Talenta;

Kesesuaian Program-Program Pengembangan Talenta berdasarkan Hasil
Assessment Kompetensi dalam Mendukung Penerapan Manajemen Talenta
pada Instansi Pemerintah;

Jaminan Kepastian Karier Jabatan ASN melalui Penerapan Manajemen
Talenta;

Kebijakan Talenta antara Solusi atau Jebakan dalam Pengelolaan SDM
Aparatur pada Instansi Pemerintah;

Dinamika Integrasi Model Manajemen Talenta di Instansi Pemerintah;
Peran Dukungan Kelembagaan dalam Konsistensi Pengembangan Bidang
SDM Aparatur pada Instansi Pemerintah; dan

Manajemen Talenta sebagai Role Model Pengelolaan SDM Aparatur berbasis

Human Capital Management.
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